



























Indonesia  adalah  salah  satu  negara  di  Asia  Tenggara  dengan  jumlah

penduduk 237.556.363 jiwa. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dimana jumlah penduduk terbanyak berada di Jakarta (9.607.787 jiwa), Surabaya (2.765.487 jiwa), dan Bandung (2.394.873 jiwa)1.
Jumlah penduduk yang besar menyebabkan kebutuhan hidup semakin banyak dan beragam. Kebutuhan hidup penduduk wajib disediakan oleh Pemerintah, sebagaimana tertulis pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Salah satu fasilitas pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat adalah sarana dan prasarana transportasi. Transportasi publik memiliki kelebihan dari segi harganya yang relatif terjangkau walaupun tidak selalu langsung mengantarkan penumpang ke tempat tujuan, sedangkan transportasi pribadi lebih efektif mencapai langsung tempat tujuan yang diinginkan walaupun biaya perjalanannya lebih mahal.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbunyi “Pemerintah dapat memberi penugasan













khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.”

Salah satu BUMN yang mendapat penugasan khusus adalah PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Persero. PT. KAI merupakan satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi kereta api yang berfokus pada sektor transportasi kereta api barang dan penumpang. Penugasan khusus yang dimaksud adalah Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO), yang bertujuan menyelenggarakan pelayanan kereta api dengan harga yang terjangkau.

Kebijakan PSO memiliki beberapa dasar hukum, antara lain:

1.	Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.”

Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak adalah menyediakan sarana dan prasarana transportasi kereta api yang memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM).








pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.2

3.	Pasal 153 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang berbunyi:

“Untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.”

Pembagian wilayah operasional PT. KAI dibagi menjadi Daerah Operasi

(DAOP) di Pulau Jawa dan Divisi Regional (DIVRE) di Pulau Sumatera. DAOP PT. KAI terdiri dari DAOP 1 Jakarta, DAOP 2 Bandung, DAOP 3 Cirebon, DAOP 4 Semarang, DAOP 5 Purwokerto, DAOP 6 Yogyakarta, DAOP 7 Madiun, DAOP 8 Surabaya, dan DAOP 9 Jember. DIVRE PT. KAI terdiri dari DIVRE I Sumatera dan Aceh, DIVRE II Sumatera Barat, DIVRE III Kertapati, dan DIVRE IV Tanjungkarang3.










2	Eddy Satriya, “Dengan PSO Menjembatani Kesenjangan Infrastruktur”. Kajian Awal Evaluasi

Kebijakan Pelayanan Umum (PSO) BUMN Infrastruktur. E-Book dari Kementerian Perekonomian, 2007, hal.1.




























Gambar 1.1 KA Lokal Bandung Raya

Sumber: KA  (​http:​/​​/​www.flickriver.com​/​photos​/​130375996@N06​/​23531637780​/​​)Lokal Bandung Raya by Rahmat Nurfaizal melalui http://www.flickriver.com/places/Indonesia/West+Java/Cimekar/search/ (​http:​/​​/​www.flickriver.com​/​places​/​Indonesia​/​West+Java​/​Cimekar​/​search​/​​) [25/6/2016]


Tarif KA Lokal Bandung Raya yang dijual kepada penumpang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Menteri Perhubungan. Tarif ini lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh PT. KAI. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan kompensasi untuk menutup selisih tersebut dengan memberikan dana PSO kepada PT. KAI sebagai operator perkeretaapian sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kereta kelas ekonomi dengan harga yang terjangkau.






	Tabel 1.1 Perbandingan Tarif KA Lokal Bandung Raya
						










			Total Nilai PSO KA Lokal Bandung Raya	19.569.599.833
			
		Nilai PSO untuk KA Ekonomi Jarak Dekat	229.951.792.661
				








			Total Nilai PSO KA Lokal Bandung Raya	21.917.697.024
			
		Nilai PSO untuk KA Ekonomi Jarak Dekat	246.321.125.317
				












			Total Nilai PSO KA Lokal Bandung Raya	26.144.655.880
			
		Nilai PSO untuk KA Ekonomi Jarak Dekat	284.158.020.709
				












			Total Nilai PSO KA Lokal Bandung Raya	85.037.986.574
			
		Nilai PSO untuk KA Ekonomi Jarak Dekat	464.479.984.841
				












			Total Nilai PSO KA Lokal Bandung Raya	57.780.037.152
			
		Nilai PSO untuk KA Ekonomi Jarak Dekat	362.517.538.516
		



















				Total Nilai PSO KA Lokal Bandung Raya		58.126.951.531	
						
			Nilai PSO untuk KA Ekonomi Jarak Dekat		367.389.763.784	
					
		Nilai PSO Tahun Anggaran 2014 (Amandemen 2)		1.523.737.021.893	
					
		Total Nilai PSO KA Lokal Bandung Raya Tahun 2012 - 2015		125.411.989.889	
					
		Total Nilai PSO KA Ekonomi Jarak Dekat Tahun 2012 - 2015		1.127.820.702.471	
							
		Total Nilai PSO Keseluruhan Tahun 2012 - 2015				4.159.927.742.756	
											
Sumber: Kontrak Penyelenggaraan PSO Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015.


Berdasarkan tabel di atas, terlihat perbandingan tarif KA Lokal Bandung Raya yang ditetapkan oleh PT. KAI dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tarif KA Lokal Bandung Raya tidak mengalami kenaikan sampai tahun 2014, padahal tarif menurut perhitungan PT. KAI sudah mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Jika KA Ekonomi Lokal Bandung Raya tidak menerima PSO, maka penumpang harus membayar dengan tarif komersial yang besarnya meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa PSO dibutuhkan bagi masyarakat pengguna jasa layanan kereta api, khususnya KA Ekonomi Bandung Raya, agar tercipta kesetaraan bagi masyarakat dalam menikmati pelayanan umum, khususnya transportasi kereta api.












termasuk KA Lokal Bandung Raya disesuaikan dengan perubahan harga BBM tersebut5. Setelah itu, terjadi kenaikan harga BBM Solar sehingga menimbulkan adanya perubahan biaya operasional kereta api yang menggunakan BBM Solar. Nilai PSO setelah diamandemen tidak mengalami perubahan karena nilai PSO untuk KRL diturunkan6.

Nilai PSO untuk KA Lokal Bandung Raya meningkat pertahunnya, yaitu sebesar 1,12% dari Tahun Anggaran 2012 ke Tahun Anggaran 2013, sedangkan dari Tahun Anggaran 2013 ke Tahun Anggaran 2014 sebesar 1,19%, dan 2,22% dari Tahun Anggaran 2014 ke Tahun Anggaran 2015.

Permasalahan terkait implementasi kebijakan PSO pada KA Lokal Bandung Raya antara lain:

1.	Tidak semua kereta api kelas ekonomi menerima menerima PSO. Hal ini bertentangan dengan Pasal 153 (1) UU Perkeretaapian7. Per tahun 2016 ini, terdapat beberapa kereta yang menerima PSO, antara lain KA Probowangi, KA Tegal Express, KA Maharani, KA Rangkas Jaya, KA Srielawangsa, dan KA Kedung Sepur. Kereta-kereta yang tidak lagi menerima PSO antara lain KA Kertajaya, KA Kutojaya Utara, KA Progo, KA Tawang Jaya, dan KA Tegal Arum8.

2.	Waktu pencairan dana PSO dari Pemerintah tidak sesuai dengan kontrak. Pada tahun 2016 ini sistem pencairan dana PSO dilakukan setiap triwulan,

dimana dana PSO pada bulan Januari dicairkan sebesar 90% di akhir bulan

5	Amandemen No.1 Kontrak Penyelenggaraan PSO Tahun Anggaran 2015.

6	Amandemen No.2 Kontrak Penyelenggaraan PSO Tahun Anggaran 2015.

7	“Penghapusan PSO KAI Ekonomi Jarak Jauh dan Sedang Hanya Akal Akalan” melalui http://info- (​http:​/​​/​info-tiketkai.blogspot.co.id​/​2014​/​10​/​penghapusan-pso-kai-ekonomi-jarak-jauh.html​)tiketkai.blogspot.co.id/2014/10/penghapusan-pso-kai-ekonomi-jarak-jauh.html  (​http:​/​​/​info-tiketkai.blogspot.co.id​/​2014​/​10​/​penghapusan-pso-kai-ekonomi-jarak-jauh.html​)[25/6/2016].








Januari, kemudian dana PSO pada bulan Februari dicairkan sebesar 90% di bulan Februari, sedangkan dana PSO pada bulan Maret dicairkan di akhir bulan April sebesar 100% + 10% sisa dari bulan Januari + 10% sisa dari bulan Februari. Kenyataannya, Pemerintah belum membayar sisa pencairan dana dari bulan Januari dan Februari hingga bulan Mei ini.9







melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Public Service












Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang  masalah  di  atas,  dapat  dibuat





9	Hasil Perbincangan dengan Junior Manager of PSO Program pada 23 Mei 2016.








1.	Bagaimana implementasi kebijakan PSO oleh PT. KAI, khusunya pada KA Lokal Bandung Raya?

2.	Apa saja hambatan yang dihadapi PT. KAI dalam mengimplementasikan kebijakan PSO, khususnya pada KA Lokal Bandung Raya?











Tujuan penelitian ini antara lain:

1.	Mengetahui implementasi kebijakan PSO oleh PT. KAI, khususnya pada KA Lokal Bandung Raya.

2.	Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi PT. KAI dalam mengimplementasikan kebijakan PSO, khususnya pada KA Lokal Bandung Raya.












1.	Kegunaan akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai implementasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian akademis pada masa mendatang.









Anderson mendefinisikan  kebijakan  dan  kebijakan  publik  dalam  buku

yang ditulis oleh Widodo berjudul “Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan

Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik” (2009: 11) sebagai berikut:

“A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern. Public policies are those policies developed by governmental bodies as officials.”

(Serangkaian tindakan yang diikuti oleh seorang atau sekelompok orang untuk menghadapi sebuah masalah atau keprihatinan. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh institusi pemerintahan.)

Meter  dan  Horn  merumuskan  implementasi  kebijakan  publik  dalam

buku karya Mulyadi yang berjudul “Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan

Publik (2015: 57) sebagai berikut:








untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.”

Model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan Metter dan Horn

disebut A Model of the Policy Implementation. Agustino dalam buku karangannya

yang berjudul “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” (2008: 141-144) menjelaskan

model ini sebagai berikut:

“Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, antara lain:

a.	Ukuran dan Tujuan Kebijakan.













Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik.

e.	Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana.

Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.








Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi kegagalan kinerja implementasi kebijakan.”

Purwanto dalam Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota yang ditulis oleh Nugrahini berjudul “Analisis Kinerja Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan

Publik Bidang Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi” (2012: 23)

mendefinisikan PSO sebagai kewajiban negara dalam bidang pelayanan kepada masyarakat sebagai representasi dari keinginan dan kebutuhan rakyat yang diwakilinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan implementasi kebijakan PSO oleh PT. KAI adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PT. KAI, yang diarahkan untuk mencapai tujuan PSO yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 10 Tahun 2013, yaitu memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau dengan memenuhi prinsip-prinsip: berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan; berdasarkan lintas pelayanan/relasi/trayek/nama KA yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan; memberikan perlakuan dan pelayanan sesuai standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan; serta menjaga keselamatan dan keamanan penumpang. Angkutan kereta api yang diteliti pada penelitian ini adalah KA Lokal Bandung Raya.

















Pelayanan angkutan kereta api kelas ekonomi kepada masyarakat dengan memenuhi prinsip-prinsip:

1.	Berdasarkan tarif yang ditetapkan Menteri;

2.	Berdasarkan lintas pelayanan/relasi/trayek/nama KA yang ditetapkan Menteri;

3.	Memberikan perlakuan dan pelayanan sesuai standar pelayanan minimum yang ditetapkan Menteri; dan
















		A Model of The Policy Implementation













Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran










Proposisi adalah ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal,























1.6. Lokasi dan Lamanya Penelitian 1.6.1. Lokasi Penelitian





Lamanya penelitian yang akan dilakukan terhitung sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016.
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